
BUPATI LINGGA

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA

NOMOR C& TAHUN 2O2O

TE NTAN G

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LINGGA,

Menimbang : a. bahwa dalam ranI垂a men血gkatkan efisiensi dan efektifitas

Penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu dilakukan

Penataan kembali terhadap susunan perangkat daerah

dilingkungan Pemerintah Daerah ;

b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor

13　Tahun　2O16　tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Nomor l l Tahun 2O 18 tentang Perubahan

atas Peraturan Daerah Nomor 13　Tahun　2016　tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu diubah

dan disesuaikan dengan regulasi yang ada;

C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, Perlu menetapkan Peraturan

Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah

Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah;

Mengingat : 1. Pasa1 18 Ayat (6) Undang置Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor　31　Tahun　2003　tentang

Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O3 Nomor

146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4341);



3. Undang-Undang Nomor　23　Tahun　2014　tentang

Peme正ntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun　2014　Nomor　244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 20 1 5 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor　23　Tahun　2O14　tentang Pemehntahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18　Tahun　2016　tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun　2016　Nomor l14, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor　72　Tahun　2019

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019　Nomor 187, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64O2) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12　Tahun　2O17　tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O 1 7

Nomor 73 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

6401);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2O18

tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 1539);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2O19

tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit KeIja Sekretariat

Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 20 19 Nomor 97O);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 13 Tahun 2O16

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Lingga Tahun 20 16 Nomor 13)

Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Lingga Nomor l l Tahun 20 18 tentang Perubahan

Atas Peraturan Daerah Nomor 13　Tahun　2O16　tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten hingga Tahun 2018 Nomor l l);



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LINGGA

dan

BUPATI LINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS

PERATURAN DAERAH NOMOR 13　TAHUN　2016　TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 13

Tahun 20 16 tentang Pemben血kan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2016 Nomor 13) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Nomor ll Tahun 2018 tentang Perubahan atas

PeraturaLn Daerah Nomor 13 Tahun 20 16 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2O18 Nomor l l)

diubah sebagai be正kut:

1. Ketentuan Pasa1 1 angka 6 dihapus dan angka lO, angka ll dan angka 14

diubah, Sehingga Pasa1 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasa1 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lingga.

2. Peme正ntah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten L血gga.

3. Bupati adalah Bupati Lingga.

4. Dewan Perwaldlan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD

adalah Dewan Perwa隠lan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga.

5. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dan Dewan

Perwaldlan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

yang mer卓adi Kewenangan Daerah.

6. Dihapus.

7. Sekreta正at Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga.

8. Sekretahat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat

Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Lingga.

9. Inspektorat adalah Inspektorat KabupatenL血gga.

1O. Dinas adalah unsur pelaksana umsan pemerintahan yang mer互adi

kewenangan Daerah.



1 1. Badan adalah unsur penur可ang urusan pemerintahan yang meITjadi

kewenangan Daerah.

12. Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang

melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis

Penur互ang tertentu.

13. Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan

untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan

teknis penuqjang tertentu.

1 4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.

2. Ketentuan Pasa1 4 huruf d diubah da皿ditanbah 3 (缶ga) angka yakni angka

17 sampai dengan angka 19 dan hurufe ditambah l (Satu) angka yakni angka

5, Sehingga Pasa1 4 berbunyi sebagai berikut:

Pas粗4

Dengan Peraturan daerah ini, dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan

Sebagai berikut:

a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;

b. Sekretahat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe C;

C. Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat鵬pe B;

d. Dinas Daerah terdiri atas:

1. Dinas Pendidikan,　Kepemudaan dan Olahraga Thpe A,

menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang pendidikan,

kepemudaan dan olahraga;

2. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang

kesehatan, Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

3. Dinas Pekerjaan Umum, dan Penataan Ruang Tipe B,

menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang pekeIj aan umum ,

Penataan ruang dan pertanahan;

4. Satuan Polisi Pamong Preda dan Pemadam Kebakaran Tipe A,

menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketentraman dan

ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan urusan

Pemehntahan dibidang kebakaran ;

5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe

B, menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial,

Pemberdayaan perempuan dan perlindun蟹m anak;

6. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tipe A, menyelenggarakan

urusan pemerintahan dibidang pe巾anian dan pangan;

7. Dinas Pehkanan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan

dibidang perikanan;

8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A,

merlyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang administrasi

kependudukan dan pencatatan sip虹;



9. Dinas Kebudayaan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan

dibidang kebudayaan ;

10. Dinas Pemberdayaan Maayarakat dan Desa Tipe B,

menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan

masyarakat dan desa;

11. Dinas Lingkungan Hidup Tipe B, menyelenggarakan urusan

Pemerintahan dibidang lingkungan hidup;

12. Dinas Perhubungan　請pe B,　menyelenggarakan urusan

Pemerintahan dibidang pe血ubungan ;

13. Dinas Tenaga Ke寄a dan Transmigrasi Tipe C, menyelenggarakan

urusan peme正ntahan dibidang tenaga keria dan transmigrasi;

14. Dinas Pa正wisata Tipe C, menyelenggarakan urusan Pemerintahan

dibidang pariwisata;

15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe C,

menyelenggarakan urusan peme正ntahan bidang penanaman modal

dan pelayanan terpadu satu p血tu;

16. Dinas Perpustakaan dan KearsIPan　鵬pe C, menyelenggarakan

urusan pemerintahan dibidang perpustakaan dan kearsiapan;

17. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman　軸pe C,

menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perumahan dan

kawasan permukiman;

18. Dinas Komunikasi dan Informatika　龍pe B, menyelenggarakan

urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika; dan

19. Dinas Perindust正an, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah Tipe B , menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang

Perindus血an, Perdagangan, koperasi, uSaha kecil dan menengah.

e. Badan Daerah terdiri atas:

1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan

fungsI Penur可ang pengelolaan keuangan Daerah dan fungsl aSet

Daerah;

2. Badan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penu叫ang

Pendapatan Daerah ;

3. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Tipe A

melaksanakan fungsi penuqjang perencanaan, fungsi penuI可ang

Penelitian dan pengembangan;

4. Badan Kepegawaian, Pengembangan dan Sumberdaya Manusia Tipe B

melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, Pendidikm dan

Sumberdaya Manusia;

5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe B melaksanakan urusan

Pemehntahan dibidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeh;



3. Ketentuan Pasa1 7 diubah, Sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pas瓢7

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, SuSunan Organisasi, tugaS dan

fungsl, Serta tatakeIja Perangkat Daerah sebagalmana dimaksud dalam

Pasa1 4 dan Pasa1 5 diatur dengan Peraturan Bupati.

4. Ketentuan Pasa1 1O ditambahkan l (Satu) ayat yakni ayat (3) sehingga

berbunyi sebagai berikut :

Pasa1 10

( 1) Selain UPT Dinas dan atau Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (9)

terdapat UPT di bidang Pendidikan berbentuk satuan pendidikan formal

dan UPT dibidang Kesehatan berbentuk Rumah Sakit Daerah serta Pusat

Pelayanan Kesehatan yang bekeIja secara profesional.

(2) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat

OtOnOm dalam penyelenggaraan Tata Kelola Rumah Sakit dan Tata Kelola

Klinis serta menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan

Umum Daerah.

(3) Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah sebagal unit pelaksana teknis

dinas pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan

Pemerintahan dibidang kesehatan, diatur lebih larもut dengan Peraturan

Bupati dan ditetapkan paling lambat l (Satu) tahun s匂ak Peraturan

Daerah ini diundangkan.

5. Ketentuan Pasa1 14 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dihapus,

dan ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (6) dan ayat (7), Sehingga Pasa1 14

berbunyi sebagai berikut:

Pas瓢14

(1) dihapus

(2) dihapus

(3) dihapus

(4) dihapus

(5) dihapus

(6) Perangkat Daerah yang baru dibentuk dan mengalami perubahan

nomenklatur serta belum tercantum dalam Dokumen Rencana Strategis

Daerah, tetap dapat melaksanakan kegiatan berdasarkan Dokumen

Rencana Strategis Kabupaten Lingga disesuaikan dengan tugas dan

fungsi, SamPai dengan berlakunya Dokumen Rencana Strategis

Kabupaten Lingga yang sesual dengan peraturan Daerah ini.



(7) Perangkat Daerah yang baru dibentuk dan mengalami perubahan

nomenklatur, tetap melaksanal【an tugaS dan fungsi serta kegiatan

menggunakan Anggaran Bela垂a Daerah yang sudah ditetapkan dan

masih melekat di Perangkat Daerah Induk sampai ditetapkannya

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belar寄a Daerah Tahun 202O

berdasarkan Peraturan Daerah ini

6. Ketentuan Pasa1 16 ayat (1) ditambahkan 3 (tiga) huruf yakni huruf g, huruf

h dan huruf i, ketentuan ayat (2) dihapus dan ditambahkan l (Satu) ayat,

Sehingga pasa1 1 6 berbunyi sebagal berikut:

Pasa1 16

( 1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai be血aku:

a. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 4 Tahun 201 1 tentang

Organisasi dan Tata KeIja Seke血at Daerah, Sekertariat Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Kabupaten Lingga (Lembaran

Daerah Kabupaten Lingga Tahun 201 1 Nomor 4);

b. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 5 Tahun 201 1 tentang

Struktur Organisasi dan Tata KeIja Dinas Daerah Kabupaten Lingga

(Lembaran Daerah Kabupaten Lingga Tahun 20 1 1 Nomor 5);

C. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 7 Tahun 201 1 tentang

Organisasi dan Tata KeIja Satuan Polisi Pamong Praja dan

Perlindungan Maeyarakat Kabupaten Lingga (Lembaran Daerah

Kabupaten Lingga Tahun 20 1 1 Nomor 7);

d. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 8 Tahun 2Ol l tentang

Organisasi dan Tata KeIja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten

Lingga (1月mbaran Daerah Kabupaten轟ngga Tahun 20 1 1 Nomor 8);

e. Peraturan Daerah Kabupaten Hngga Nomor lO Tahun 201 1 tentang

Organisasi dan Tata Ke車a Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai

Republik Indonesia Kabupaten Lingga (Lembaran Daerah Kabupaten

Lingga Tahun 201 1 Nomor 4);

f Ketentuan Pasa1 43 Peraturan Daerah Kabupaten Hngga Nomor 4

Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Anak

Kabupaten Lingga (Lembaran Daerah Kabupaten Lingga Tahun 20 15

Nomor 4);

g・ Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 23 Tahun 201 1 tentang

Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Ke寄a Rumah Sakit

Umum Daerah Dabo Kabupaten Lingga (Lembaran Daerah Kabupaten

Lingga Tahun 201 1 Nomor 23);

h. Peraturan Daerah Kabupaten Hngga Nomor 5 Tahun 2016 tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Keヰa Rumah Sakit Umum Daerah

Daik (Lembaran Daerah Kabupaten Lingga Tahun 20 16 Nomor 5); dan

i. Peraturan Daerah Kabupaten Hngga Nomor 6 Tahun 201 1 tentang

Struktur Organisasi dan Tata Ke轟a lembaga Teknis Daerah

Kabupaten Lingga (Lembaran Daerah Tahun 2O l l Nomor 36).

dicabut dan dinyatakan缶dak be血aku.

(2) Dihapus.



Pasal H

Peraturan Daerah ini mulal berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Lingga.

Ditetapkan di Daik Lingga

Pada tanggal G Februa正2020

上BUPATI LINGGA

WELLO一号’

Diundangkan di Daik Lingga

Pada tang如し　も　Februari 2O20

LEMBARAN DAERAH KABUPATBN LINGGA TAHUN 2020 NOMOR : 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA PROVINSI KEPULAUAN

RIAU : 2,4/2020



Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Lingga.

Ditetapkan di Daik Lingga

pada tanggal G Februari 2020

Diundangkan di Daik Lingga

pada tangga1 6 Februari 2O20

SEKRETARIS DAERAH

MUHAMAD JURAMADI ESRAM

LEMBARAN DAERAH KABUPATBN LINGGA TAHUN 202O NOMOR : 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA PROVINSI KEPULAUAN

RIAU : 2,4/202O


